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BUPATI PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN 

  NOMOR 12 TAHUN 2016 

TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN 

SEKRETARIAT DPRD 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

 

Menimbang : a. bahwa pelelangan sebagai bagian dari proses pengadaan  

barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan 

dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP); 

b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor : B/128/D.II PAN-RB/1/2013 tentang Penataan 

Kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP), penempatan unit 

layanan pengadaan barang/jasa dibentuk Bagian tersendiri 

pada Sekretariat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah dan Sekretariat DPRD dengan Peraturan Daerah; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Daerah  Kabupaten di Djawa Timur  (Berita Negara Tahun 1950 

Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);  
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) 

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi 

dan Kabupaten/Kota; 

12.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional 

Auditor dan Angka Kreditnya; 

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
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14.Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 

PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor : 24 Tahun 2008 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka 

Kreditnya; 

15.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 280); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN PASURUAN 

dan 

BUPATI PASURUAN 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN 

SEKRETARIAT DPRD. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan 

Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 280) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Lampiran I pada Pasal 1 ayat (1) huruf b ditambah 1 (satu) angka 

yaitu angka 10 sehingga Pasal 1 ayat (1) huruf b berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 10 

(sepuluh) Bagian yaitu : 

b.  Bagian 

1.  Bagian Pemerintahan 

2.  Bagian Kerjasama 

3.  Bagian Hukum 
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4.  Bagian Perekonomian 

5.  Bagian Administrasi Pembangunan 

6.  Bagian Kesejahteraan Rakyat 

7.  Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

8.  Bagian Umum 

9.   Bagian Organisasi 

10.  Bagian Layanan Pengadaan 

2. Ketentuan Lampiran I pada Pasal 16 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d 

sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 16 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari : 

a. Bagian Perekonomian; 

b. Bagian Administrasi Pembangunan; 

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan 

d. Bagian Layanan Pengadaan. 

3. Ketentuan Lampiran I setelah Pasal 25 ditambah 1 (satu) Paragraf yaitu 

Paragraf Keempat tentang Bagian Layanan Pengadaan dan disisipkan 4 

(empat) Pasal yaitu Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C dan Pasal 25D yang 

berbunyi sebagai berikut : 

Paragraf Keempat 

Bagian Layanan Pengadaan 

Pasal 25A 

Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas fasilitasi dan pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal 25B 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25A, Bagian 

Layanan Pengadaan mempunyai fungsi : 

a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; 

b. pembinaan dan pemantauan proses pengadaan barang/jasa pemerintah; 

c. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah; 

d. penyuluhan, bimbingan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengadaan barang/jasa pemerintah; 

e. pengumpulan bahan, pengolahan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa pemerintah; dan 

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah 

melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. 
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Pasal 25C 

Bagian Layanan Pengadaan membawahi : 

a. Sub Bagian Administrasi dan Perencanaan; 

b. Sub Bagian Pelelangan; dan 

c. Sub Bagian Advokasi dan Pembinaan  

Pasal 25D 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Bagian Layanan 

Pengadaan diatur dalam Peraturan Bupati. 

4. Ketentuan Lampiran I.1 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Pasuruan.  

Ditetapkan di Pasuruan 

pada tanggal  9 Mei 2016 

BUPATI PASURUAN, 

 

           ttd. 

 

M. IRSYAD YUSUFdi Kediri 

Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal  9 Mei 2016 

SEKRETARIS DAERAH, 

 

          ttd. 

 

AGUS SUTIADJI 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN 

TAHUN 2016 NOMOR 2 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN 

NOMOR 12 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN 

SEKRETARIAT DPRD 

 

I. UMUM 

  Reformasi birokrasi Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam 

upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi di bidang 

organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang 

efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 

simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan Daerah. 

  Penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip-

prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungai 

staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisien dan 

efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. 

  Berkenaan dengan harus dilaksanakannya evaluasi terhadap 

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, sesuai amanat Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk 

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 

  Berdasarkan evaluasi terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Pasuruan, serta berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, 

perlu ditambahkan Bagian baru pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Pasuruan berikut uraian tugas, fungsi dan struktur organisasinya yaitu 

Bagian Layanan Pengadaan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

 Cukup jelas. 

 Pasal II 

 Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN 

TAHUN 2016 NOMOR 285280 
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